SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN ADMINISTRASI DANA SUBSIDI DARI PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

Menimbang :

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Kabupaten Sarolangun perlu tersedianya air bersih secara
berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun yang
dikelola dan dikembangkan oleh Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, maka
Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu memberikan
tambahan dana untuk kegiatan dana subsidi kekurangan
tarif rata-rata dengan harga pokok produksi (HPP) kepada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah
Kabupaten Sarolangun;

bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten
Sarolangun;

bahwa untuk kelancaran tugas operasional dan terciptanya
tertib pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  yang
bertanggung jawab dalam pengembangan dana subsidi
kekurangan tarif rata-rata dengan harga pokok produksi
(hpp) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako
Batuah Kabupaten Sarolangun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Ketentuan Administrasi Dana
Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kepada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah

Kabupaten Sarolangun;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4727);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi

Badan Usaha Milik Daerah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten
Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
2016 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun
2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KETENTUAN

ADMINISTRASI DANA SUBSIDI DARI PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN

SAROLANGUN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sarolangun.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten
Sarolangun yang selanjutnya disebut sebagai Perumda Air Minum Tirta Sako
Batuah adalah Perumda Air Minum yang melakukan pengelolaan dan
Penyaluran air minum Kabupaten Sarolangun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.



7. Modal Daerah adalah Kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik
berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang
dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin
inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainya.

8. Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam menyertakan modal daerah
pada suatu usaha bersama dalam hal ini PERUMDA Air Minum Tirta Sako
Batuah dengan hasil usaha atas modal atas modal yang telah disertakan.

9. Direktur adalah Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Sako Batuah
Kabupaten.

Pasal 2
Penetapan Ketentuan Administrasi Dana Subsidi Kekurangan Tarif Rata-rata
dengan Harga Pokok Produksi (HPP) Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

BAB II
KETENTUAN ADMINISTRASI
Pasal 3

Ketentuan Administrasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati

ini adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Dana Subsidi Kekurangan Tarif Rata-rata dengan Harga Pokok
Produksi (HPP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako
Batuah Kabupaten Sarolangun dilakukan dalam bentuk uang yang telah
disediakan atau dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang telah disetujui nilai kebutuhannya sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah);

b. Petunjuk operasional dibuat oleh Direktur selaku pimpinan dan penanggung

jawab dari dana kegiatan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta

Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Tata cara pengambilan dana subsidi dimaksud dilakukan dengan cara

mengajukan permintaan kepada Instansi yang telah ditunjuk setelah

mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Bupati Sarolangun; dan

d. Modal yang tertanam pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako
Batuah Kabupaten Sarolangun merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun

wajib melaporkan hasil Kegiatan pengelolaan dana subsidi kekurangan tarif rata-

rata dengan Harga Pokok Produksi (HPP) kepada Bupati Sarolangun setiap

bulannya, setelah mendapat persetejuan dari Dewan Pengawas.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI SAROLANGUN,
Ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Ttd.

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Jaaht ,
/ K agian Hukum,

(FoeFon]
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N~ MUEYAMALIK, SH, M.M
“Pebina
NIP. 19830316 200903 1 005







